
SALINAN 

 

          

BUPATI KUDUS 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 
 

PERATURAN BUPATI KUDUS 

NOMOR 43 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, 

ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS PADA 

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, 
DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KUDUS, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa uraian tugas jabatan disusun untuk memberikan 

kepastian hukum dan kejelasan uraian tugas bagi para 

pejabat pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah dalam 

melaksanakan tugas jabatannya; 

b. bahwa dengan adanya kejelasan uraian tugas sebagaimana 

dimaksud pada huruf a diharapkan penyelenggaraan tugas 

jabatan akan dapat berjalan secara berdaya guna dan 

berhasil guna; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 124 Peraturan Bupati Kudus 

Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat 

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 

Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, penyusunan Uraian 

Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan 

Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah 

merupakan kewenangan Bupati; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
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  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus  Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 

193); 

  7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah 

Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 

2016 Nomor 29); 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN 

PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN 

PENGAWAS PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT 

DAERAH KABUPATEN KUDUS. 
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BAB  I  
 

KETENTUAN UMUM  
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Kudus. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kudus. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

7. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh 
Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati. 

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya 
disebut Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur 
pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap 
tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

9. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat 
merupakan unsur pengawas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 

10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Kudus. 

11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus. 

12. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kudus. 

13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan fungsi, 
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang 
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi. 

14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi 
pada instansi pemerintah. 

15. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II adalah 
jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah jenjang 
paling rendah. 
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16. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II adalah 

Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama.  

17. Jabatan Administrator setara eselon III adalah jabatan yang 

bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh 

kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan 

dan pembangunan. 

18. Pejabat Administrator setara eselon III adalah Pegawai ASN 

yang menduduki Jabatan Administrator.  

19. Jabatan Pengawas setara eselon IV adalah jabatan yang 

bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. 

20. Pejabat Pengawas setara eselon IV adalah Pegawai ASN 

yang menduduki Jabatan Pengawas.  

21. Ringkasan Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas 

jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat 

22. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang 
merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam 
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan 
perangkat kerja dalam kondisi tertentu. 

23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 

Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung 

sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan 

Kepala Daerah. 

25. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

26. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan Renja adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

27. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

28. Kebijakan Daerah adalah kebijakan yang ditetapkan oleh 

daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah untuk melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. 

29. Kebijakan Teknis adalah kebijakan yang ditetapkan oleh 

Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan kebijakan 

daerah sesuai bidang tugasnya. 
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30. Kebijakan Operasional adalah kebijakan yang ditetapkan 
oleh Pejabat setingkat Administrator dalam rangka untuk 
melaksanakan kebijakan teknis. 

BAB  II 

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 

Susunan Perangkat Daerah dalam Peraturan Bupati ini terdiri 
dari : 

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus; 

b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus; dan 

c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus. 

 

BAB  III  

URAIAN TUGAS JABATAN  

Pasal  3 

(1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Daerah 

adalah Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah. 

(2) Jabatan Administrator pada Sekretariat Daerah adalah 

Kepala Bagian. 

(3) Jabatan Pengawas pada Sekretariat Daerah adalah Kepala 

Subbagian. 

Pasal  4 

(1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat DPRD 

adalah Sekretaris DPRD. 

(2) Jabatan Administrator pada Sekretariat DPRD adalah 

Kepala Bagian. 

(3) Jabatan Pengawas pada Sekretariat DPRD adalah Kepala 

Subbagian. 

Pasal  5 

(4) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Inspektorat adalah 

Inspektur. 

(5) Jabatan Administrator pada Inspektorat adalah Sekretaris 

Inspektorat dan Inspektur Pembantu. 

(6) Jabatan Pengawas pada Inspektorat adalah Kepala 

Subbagian. 
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Pasal  6 

Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat 

DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

BAB  IV 

PENUTUP 

Pasal  7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus. 

 
Ditetapkan di Kudus 
pada tanggal 28 Desember 2017       

BUPATI  KUDUS, 

ttd. 

M U S T H O F A 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal  29 Desember 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

ttd. 

NOOR  YASIN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 43. 
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